
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 106 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANMN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri 
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas 
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan 
pengawasan penanaman modal; 

Mengingat 

b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan
Pengawasan Penanaman Modal Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu , perlu adanya petunjuk pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak$ud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penanaman
Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679}; 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6618); 

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 
Penanganan Corona Virus Disease Tahun 2019 ( COVID 19 ) 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1956); 

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 

15. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 
(Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 
296); 

17. Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pasuruan. (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 181); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Penanaman Modal dan PTSP Daerah. 



6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai 
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 
pintu di Daerah. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan 
daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam 
modal dalam negeri dan penanam modal asing yang 
selanjutnya disebut Pelaku Usaha. 

11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat 
PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia ang dilakukan 
oleh Pelaku U saha dengan menggunakan modal dalam negeri. 

12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA 
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di 
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam 
modal dalam negeri. 

13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, 
kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang 
melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan bidang tertentu. 

14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 
dan/ atau kegiatannya. 

15. Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari 
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat 
bahaya. 

16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha 
berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 

17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegatan Usaha adalah 
legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk 
menunjang kegiatan usaha. 



18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan 
kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal 
dan/ atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang 
dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat 
Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS 
adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan 
diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara 
Online Single Submission (OSS) untuk penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah 
bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan 
kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam 
pelaksanaan kegiatan usahanya. 

21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti 
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 

22. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah 
daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib 
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan 
usahanya. 

23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya 
disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan 
realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi 
Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara 
berkala. 

24. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP 
adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap 
pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. 

25. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan 
administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan 
usaha untuk sementara waktu. 

26. Pembatalan adalah tindakan administratif yang 
mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang 
belum memenuhi persyaratan. 

27. Pencabutan adalah tindakan administratif yang 
mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan 
dan sanksi. 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa12 

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan 

dalam melaksanakan Pengawasan Perizinan yang telah diterbitkan 

oleh PTSP Kabupaten Pasuruan. 

Pasal 3 

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten 

Pasuruan. 

BAB III 

PENYELENGGARMN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

Pasal 4 

( 1) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha,

perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/ atau

pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap

kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilaksanakan melalui inspeksi lapangan kepada Pelaku Usaha.

(3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya.

(4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat:

a. analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan

usaha dari Pelaku Usaha; dan

b. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan

Berusaha Para Pelaku Usaha.

(5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi

yang disampaikan pada laporan berkala pada pelaksanaan

fisik kegiatan usaha melalui pemeriksaan administrasi/fisik

meliputi pengecekan lokasi kegiatan usaha, realisasi nilai

penanaman modal, tenaga kerja, mesin/peralatan,

bangunan/gedung kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban

lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal.



. . 

Pasal 5 

DPMPTSP mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengawasan 
Penanaman Modal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah 
diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Pasuruan. 

Pasal 6 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Penanaman 
Modal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP Kabupaten 
Pasuruan membentuk tim Pengawasan sesuai dengan Peraturan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2021, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (ketentuan Peraturan 
Perundang-udangan) 

Pasal 7 

Tim Pengawasan Penanaman Modal Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Pejabat 
Fungsional dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang membidangi 
Pengawasan Penanaman Modal Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko dan Tenaga Pendamping OSS Non Aparatur Sipil Negara 
pada DPMPTSP. 

Pasal 8 

Objek Pengawasan Penanaman Modal Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dilakukan terhadap Pelaku Usaha Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN) di Daerah. 

Pasal 9 

Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata 
cara/Standar Operasional Prosedur pengawasan Perizinan 
Berusaha berbasis Risiko yang selanjutnya ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala DPMPTSP. 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 

Pada tanggal 9 Mei 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN 

             ttd.

AKHMAD KHASANI

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 9 Mei 2022 

BUPATI PASURUAN,

          ttd.

M. IRSYAD YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 106 

TELAH DITELm 

Pejabat Tanggal Paraf 

Plh. Sekretaris Daerah ..... � 
Asisten PKR � 
KepalaPD .i:. 

Kabag. Hukum ... ::

Kabid. 1 -

1 




